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TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa terjadinya stunting di Kabupaten Gunungkidul
dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia;

b. bahwa untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas
sumber daya manusia perlu upaya percepatan
penurunan stunting  secara terintegrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan
Penurunan Stunting;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 5063);



3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 59 Tahun 2015, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun
1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 59);

5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 68);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019
tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020
tentang Standar Antropometri Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran



Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 16) Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 51) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak bawah lima tahun

(balita) dimana panjang atau tinggi badan kurang dibandingkan dengan
usianya akibat dari kekurangan gizi kronis, berdasarkan standar Z
scores standar WHO 2005 (< - 2 standar deviasi).

2. Konvergensi adalah penggabungan atau pengintegrasian media-media
yang ada untuk digunakan dan diarahkan kedalam satu titik tujuan.

3. Intervensi adalah beberapa upaya dan tindakan menekan pihak-pihak
tertentu yang dilakukan pemerintah dalam suatu rancangan kerja yang
bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik lagi.

4. Intervensi gizi spesifik adalah kegiatan yang langsung mengatasi
terjadinya stunting seperti asupan makanan, infeksi, statu gizi ibu,
penyakit menular dan kesehatan lingkungan yang umumnya dilakukan
oleh sektor kesehatan.

5. Intervensi gizi sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai
kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran
masyarakat umum.

6. Seribu Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut 1000 HPK
adalah pemenuhan gizi pada anak sejak janin dalam kandungan sampai
dengan anak usia 2 (dua) tahun.



7. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan atau serangkaian kegiatan
yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan
untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam
bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan atau masyarakat.

8. Surveilans gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus
yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi,
baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu
untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.

9. Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak yang selanjutnya disebut
PMBA adalah memberikan makanan terbaik bagi anak usia dibawah 2
(dua) tahun meliputi Inisiasi Menyusu Dini (IMD) segera setelah lahir
minimal selama 1 (satu) jam, pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif
sampai usia 6 (enam) bulan, memberikan Makanan Pendamping ASI
(MP-ASI) mulai usia 6 (enam) bulan dan meneruskan pemberian ASI
sampai usia 2 (dua) tahun.

10. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas
adalah merupakan suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang
dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan
kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk
meningkatkan kualitas hidup.

11. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi yang selanjutnya disebut SKPG
adalah sistem informasi yang dapat digunakan sebagai alat bagi
pemerintah daerah untuk mengetahui situasi pangan dan gizi
masyarakat.

12. Tenaga Gizi terlatih adalah tenaga gizi lulusan pendidikan formal gizi,
minimal lulusan Diploma III Gizi yang memiliki sertifikat pelatihan gizi
tertentu.

13. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup yang
mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon,
serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk
pertumbuhan dan perkembangan anak.

14. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disebut KPM adalah
kader masyarakat terpilih yang mempunyai kepedulian dan bersedia
mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia
di Desa, terutama dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi
penanganan stunting.



15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwewenang untuk mengatur kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

16. Dinas adalah unsur pelaksana satuan kerja pemerintahan daerah yang
bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
bidangnya masing-masing di Kabupaten Gunungkidul.

17. Kepala Dinas adalah pimpinan satuan kerja pemerintah daerah di
Kabupaten Gunungkidul.

18. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

19. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Kabupaten Gunungkidul.

20. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman
percepatan penurunan stunting secara terintegrasi.

(2) Percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melalui:
a. Perbaikan pola konsumsi makanan;
b. Perbaikan perilaku sadar gizi;
c. Peningkatan kesehatan lingkungan;
d. Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi; dan
e. Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan
status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 4

Azas-azas penurunan stunting adalah:
a. bertindak cepat dan akurat;
b. penguatan kelembagaan dan kerja sama;
c. transparansi;
d. peka budaya; dan
e. akuntabilitas.



BAB II
PENGORGANISASIAN

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan percepatan penurunan stunting dibentuk tim
koordinasi penanggulangan stunting tingkat kabupaten.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit terdiri dari :
a. Sekretariat Daerah;
b. Dinas yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah;
c. Dinas yang membidangi kesehatan;
d. Dinas yang membidangi pertanian dan pangan;
e. Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan;
f. Dinas yang membidangi pendidikan pemuda dan olahraga;
g. Dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan;
h. Dinas yang membidangi sosial;
i. Dinas yang membidangi agama;
j. Dinas yang membidangi komunikasi dan informatika;
k. Dinas yang membidangi pekerjaan umum perumahan rakyat

kawasan permukiman;
l. Dinas yang membidangi perempuan, perlindungan anak dan

keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa;
m. Dinas yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil;
n. Dinas yang membidangi lingkungan hidup; dan
o. Dinas yang membidangi pengawasan obat dan makanan.

(3) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

a. mengkoordinasikan perencanaan dan penganggaran intervensi
penurunan stunting terintegrasi;

b. mensosialisasikan rencana intervensi penurunan stunting
terintegrasi kepada pemangku kepentingan di Gunungkidul;

c. melaksanakan aksi integrasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi penurunan stunting
terintegrasi;

e. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
penanggulangan stunting;

f. menyusun laporan penanggulangan stunting; dan
g. melaporakan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan
Bupati.



BAB III
STRATEGI PENURUNAN STUNTING

Pasal 6

(1) Strategi Penurunan Stunting dilaksanakan melalui :
a. intervensi terintegrasi; dan
b. intervensi gizi spesifik dan sensitif.

(2) Pelaksanaan percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara
terintegrasi dari Pemerintah Kabupaten sampai dengan Pemerintah
Desa.

Pasal 7

Intervensi terintegrasi sebagimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a
dilaksanakan melalui 8 (delapan) aksi yang meliputi:
a. analisis situasi program penurunan stunting;
b. penyusunan rencana kegiatan;
c. rembuk stunting;
d. peraturan Bupati tentang kewenangan desa;
e. pembinaan Kader Pembangunan Manusia;
f. sistem manajemen data stunting;
g. pengukuran dan publikasi data stunting; dan
h. reviu kinerja tahunan.

Pasal 8

Intervensi gizi spesifik dan sensitif sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1)
huruf b dilaksanakan dengan sasaran kegiatan yang meliputi:
a. sasaran intervensi gizi spesifik meliputi:

1) ibu hamil;
2) ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan;
3) anak usia 24 – 59 bulan; dan
4) remaja putri dan wanita usia subur

b. sasaran untuk intervensi gizi sensitif meliputi:
1) keluarga; dan
2) masyarakat umum.

Pasal 9

(1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 1, antara lain:
a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil yang mengalami

kekurangan energi kronis;
b. memberikan suplementasi tablet tambah darah;



c. memberikan suplementasi kalsium;
d. memeriksa kehamilan; dan
e. mencegah ibu hamil tertular Human Immunodeficiency Virus (HIV).

(2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak
usia 0-23 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 2,
antara lain:
a. mendorong pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
b. mendorong pemberian ASI eksklusif;
c. mendorong Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA);
d. melakukan tatalaksana gizi buruk;
e. memberikan makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang;
f. memantau pertumbuhan;
g. memberikan suplementasi vitamin A;
h. memberikan imunisasi;
i. memberikan suplementasi zinc untuk anak diare;
j. melakukan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS); dan
k. mencegah kecacingan.

(3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran anak usia 24 - 59 bulan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 3, antara lain:
a. melakukan tatalaksana gizi buruk;
b. memberikan makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang;
c. memantau pertumbuhan;
d. memberikan suplementasi vitamin A;
e. memberikan suplementasi zinc untuk anak diare;
f. melakukan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS); dan
g. mencegah kecacingan.

(4) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran remaja putri dan
wanita usia subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka
4, antara lain memberikan suplementasi tablet tambah darah.

Pasal 10

Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran keluarga dan masyarakat
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, antara lain:
a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan gizi, kesehatan dan

Keluarga Berencana (KB);
b. meningkatkan akses pangan bergizi;
c. meningkatkan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu

dan anak;
d. meningkatkan penyediaan air bersih, air minum dan sarana sanitasi;
e. menyediakan akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);



f. meningkatkan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan serta gizi
ibu dan anak;

g. menyebarluaskan informasi gizi dan kesehatan melalui berbagai media;
h. menyediakan konseling perubahan perilaku antar pribadi, konseling

pengasuhan untuk orang tua dan konseling kesehatan reproduksi
untuk remaja;

i. menyediakan akses pendidikan anak usia dini, promosi stimulasi anak
usia dini dan memantau tumbuh kembang anak;

j. meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
k. meningkatkan akses pangan bergizi;
l. menyediakan akses bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;

dan
m. mengembangkan pertanian dan peternakan untuk memenuhi

kebutuhan pangan dan gizi di rumah tangga.

BAB IV
PENANGGULANGAN STUNTING

Pasal 11

Penanggulangan stunting dilakukan melalui:
a. pemberdayaan dan kemandirian keluarga; dan
b. pemberdayaan kelompok.

Pasal 12

Penanggulangan stunting melalui pemberdayaan keluarga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf a antara lain dilakukan dengan:
a. edukasi kesehatan dan gizi;
b. kemandirian keluarga; dan
c. peningkatan kepedulian terhadap Seribu Hari Pertama Kehidupan.

Pasal 13

Edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a
dilakukan dengan upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan
perilaku individu dan keluarga.

Pasal 14

(1) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b
dilaksanakan antara lain melalui peningkatan kemampuan keluarga
untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang
didampingi oleh tenaga kesehatan dan/atau lembaga kemasyarakatan
desa, secara berkala, berkesinambungan dan terintegrasi.



(2) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b
dapat dilihat dari berbagai indikator, yang meliputi:
a. keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;
b. keluarga mengetahui masalah kesehatan dan gizi dalam

keluarganya;
c. keluarga mengetahui tindakan yang harus dilakukan; dan
d. keluarga mampu mengakses pelayanan kesehatan.

Pasal 15

(1) Peningkatan kepedulian terhadap Seribu Hari Pertama Kehidupan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan antara lain
dengan:
a. mencukupi kebutuhan nutrisi ibu hamil untuk mengoptimalkan

pertumbuhan otak janin.
b. menjaga sanitasi lingkungan tetap baik dan bebas polusi untuk

mencegah terjadinya penyakit pada ibu hamil dan anak dibawah
usia 2 (dua) tahun.

c. mendukung Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ibu menyusui eksklusif
serta ibu menyusui sampai dengan usia anak 2 (dua) tahun.

d. mendukung ibu memberikan Makanan Pendamping (MP) ASI pada
anak usia 6-23 bulan.

Pasal 16

Penanggulangan stunting melalui pemberdayaan kelompok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf b antara lain dilakukan dengan:
a. gerakan masyarakat hidup sehat;
b. gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan; dan
c. Rumah Desa Sehat.

Pasal 17

(1) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam pasal
16 huruf a dilaksanakan untuk mensinergikan upaya promotif dan
preventif penanggulangan stunting serta meningkatkan produktivitas
masyarakat.

(2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui:
a. peningkatan aktivitas fisik;
b. peningkatan perilaku hidup sehat;
c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
e. peningkatan kualitas lingkungan; dan



f. peningkatan edukasi hidup sehat.

(3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diimplementasikan oleh kelompok masyarakat dan seluruh Organisasi
Perangkat Daerah serta lembaga terkait guna penurunan stunting.

Pasal 18

(1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud Pasal
16 huruf b merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah
dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan
penurunan stunting.

(2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan
partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara
terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan pada seribu hari
pertama kehidupan.

(3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam
bentuk antara lain meliputi:
a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah,

masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun

informal; dan
c. kampanye di berbagai media.

(4) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh
Sekretaris Daerah.

Pasal 19

(1) Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c
merupakan sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan
masyarakat dan pelaku pembangunan desa di bidang kesehatan, yang
berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi
kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan.

(2) Pelaksanaan Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
selanjutnya dilaksanakan melalui forum desa siaga atau sebutan
lainnya.

BAB V
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 20

(1) Penelitan dan pengembangan dilakukan guna menerapkan ilmu
pengetahuan dan teknologi tepat guna dalam rangka menentukan
intervensi yang tepat penurunan stunting.



(2) Penerapan hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang
berlaku dalam masyarakat.

BAB VI
PERAN SERTA PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT

Pasal 21

(1) Pemerintah Desa berkewajiban mengalokasikan anggaran yang
bersumber dari dana desa untuk mendanai koordinasi kegiatan program
upaya percepatan penurunan stunting sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melakukan koordinasi kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pemerintah Desa melibatkan Kader Pembangunan Manusia dan Rumah
Desa Sehat pada masing-masing Desa.

Pasal 22

(1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan peningkatan status gizi
individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan
Bupati ini.

(2) Dalam rangka penurunan stunting dan intervensinya, masyarakat dapat
menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan
masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi kepada
pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa.

(3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya
masyarakat di bidang gizi dan penurunan stunting agar dapat lebih
berdaya guna dan berhasil guna.

BAB VII
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

(1) Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Lembaga terkait harus
menyediakan data masing-masing kegiatan/program upaya penurunan
stunting serta melakukan pencatatan dan pelaporan.

(2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
perangkat daerah dan lembaga terkait dilaporkan kepada Bappeda
selaku koordinator tim penanggulangan stunting tingkat kabupaten.

(3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
Pemerintah Desa dilaporkan kepada perangkat daerah yang membidangi
Pemerintahan Desa.



(4) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara online dan/atau offline.

(5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai tata
kala waktu pelaporan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya penurunan stunting bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pendapatan
lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 14 Mei 2020

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

BADINGAH
Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 14 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 NOMOR 49.
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